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Catatan International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia
dalam Refleksi Hampir 10 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Untuk: World Bank

Urgensi Peraturan Perundang-undangan Partisipasi Publik
dalam Menciptakan Desa yang Partisipatif

Isu dan Tantangan

UU Desa telah berlaku di Indonesia selama hampir satu abad dan telah mengalami berbagai
pencapaian. Namun, dinamika pelaksanaannya menunjukkan penguatan dan perbaikan implementasi
perulu dilakukan. Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU Desa adalah kurangnya
dukungan terhadap pembangunan ekonomi desa dan kebijakan masih sentralisasi. Selain itu, isu utama
lainnya adalah perihal pelayanan dasar kesehatan maupun pendidika. Isu lingkungan hidup juga
menjadi perihal penting yang perlu dikonsiderasi mengingat desa lebih rentan terhadap dampak
perubahan iklim.

Sejak diterapkan, UU Desa juga menghadapi sejumlah masalah tata kelola. Tantangan-tantangan ini
termasuk kewenangan, pembiayaan, kepemimpinan, dan kompetensi desa, serta keterlibatan
masyarakat yang hanya formatif. Kurangnya keterlibatan, termasuk tindakan kolektif perempuan
berdampak pada proses pengambilan keputusan desa.

UU Desa telah memengaruhi perkembangan perdesaan Indonesia dalam berbagai cara. Namun, masih
ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat desa
selalu menjadi prioritas utama.
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Dengan pelaksanaan UU Desa selama ini, secara paralel, kebutuhan akan peraturan perundang-

Refleksi IAP2

undangan untuk partisipasi publik dalam mengatasi masalah di desa perlu dipertimbangkan. Proses
perancangan peraturan perundang-undangan merupakan langkah pertama dalam proses legislatif.
Sangat penting untuk mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan sehingga regulasi yang disusun
dapat tepat guna. Setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dapat digunakan
sebagai daftar periksa untuk meningkatkan kekuatan setiap bagian UU Desa dan menjawab banyak
pertanyaan yang mungkin muncul. UU Desa menunjukkan masih banyak pilihan kebijakan yang
diperlukan sebelum tujuan tertentu tercapai. Melihat sifat kerangka kerja UU Desa, peraturan yang
mengatur pelaksanaan UU tersebut sangat penting diadakan.

Hak-hak masyarakat desa, termasuk masyarakat adat akan diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang
Partisipasi, yang merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah desa. Ketika keluhan atau
masalah muncul, hukum lokal harus diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peraturan
perundang-undangan tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tenggat
waktu yang telah ditetapkan dan mensyaratkan pengungkapan informasi yang diminta secepat dan
seefisien mungkin.

Peningkatan Kualitas Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan desa dan supra desa mencakup keterlibatan
langsung maupun tidak langsung para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan atas
kebijakan, rencana, atau program yang mempengaruhi mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam
pengambilan keputusan lingkungan, maka dimungkinkan untuk meningkatkan keterlibatan pemangku
kepentingan dan memastikan bahwa suara mereka didengar.

Pengetahuan dan Kearifan limiah

Partisipasi masyarakat yang memiliki pengetahuan lingkungan yang relevan dapat memberikan
pengetahuan ilmiah dan kebijaksanaan untuk tata kelola dan memberikan referensi yang berguna
untuk pengambilan keputusan lingkungan oleh pemerintah desa.

Akses ke Informasi

Partisipasi publik yang berarti dalam proses pengambilan keputusan tentang pembangunan
berkelanjutan bergantung pada hukum dan peraturan yang akan memastikan akses ke informasi yang
relevan. Dengan menyusun undang-undang partisipasi publik, masyarakat desa dapat memiliki akses
terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Aturan Hukum Kelestarian Lingkungan

Aturan hukum kelestarian lingkungan sangat penting untuk hak atas lingkungan yang sehat, yang pada
gilirannya penting untuk agenda pembangunan berkelanjutan. Lembaga-lembaga yang efektif yang
mendukung partisipasi publik dan akses terhadap informasi dan keadilan, terutama bagi masyarakat
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yang rentan, diperlukan untuk memastikan supremasi hukum kelestarian lingkungan di desa. Lebih

jauh, diperlukan kedisiplinan dalam penegakan hukum yang ada.

Praktik Baik IAP2

IAP2 turut mengambil peran dalam proses pelibatan publik dalam penyusunan kerangka kerja bersama
dalam upaya pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati di proyek Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi Graho Nyabu di Jambi. IAP2 ikut ambil peran dalam agenda focus grup discussion (FGD)
bersama beberapa stakeholder kunci, di antaranya: Flora Fauna International (FFI); Warung Informasi
Konservasi (WARSI); LSM PERAK; LSM LAHAR; LSM Hutan Tropis; Forum Energi Merangin dan Kerinci
(FORMERCI); akademisi dari Departemen Biologi Universitas Andalas, Sumatera Barat dan Fakultas
Pertanian Universitas Jambi; masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi dan Serampas; dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kerinci dan Merangin, Jambi. FGD tersebut dilakukan guna mendapatkan persepsi,
informasi, edukasi, dan komunikasi dari beberapa stakeholder tentang bidang yang diminati, dalam hal
ini, dampak sosial dan lingkungan, dan untuk memandu tindakan di masa depan berdasarkan wawasan
yang diperoleh dari diskusi.

IAP2 juga bermitra bersama PT Hanjeli Abah Asep dalam inisiatif Collaboration & Acceleration Hanjeli
Tourism Village. I1AP2 berperan dalam peningkatan kapasitas bisnis, pengaktifan dukungan sistem
untuk Desa Wisata Hanjeli, pembangunan ekosistem kolaborasi, serta produksi produksi pengetahuan
yang berkaitan dengan Hanjeli dan kebudayaan daerah. Upaya ini menunjukkan peran I|AP2
memajukan desa di Indonesia melalui bidang unggulannya yaitu partisipasi publik.
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